SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 05 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI

DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

Menimbang :

bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan
dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
menyatakan bahwa struktur pengelola informasi
dan dokumentasi di KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota terdiri atas Pembina PPID, Atasan
PPID, Tim Pertimbangan, PPID, PPID Pelaksana, dan
Petugas Pelayanan Informasi;

bahwa berdasarkan perubahan pejabat struktural
antar subbagian pada satuan kerja Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara,
perlu dilakukan penetapan kembali struktur Pejabat
Pengelola  Informasi dan Dokumentasi  di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Minahasa Tenggara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
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Mengingat :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Minahasa Tenggara tentang Perubahan Ketiga atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Minahasa Tenggara Nomor 05 Tahun 2022 Tentang
Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi  Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Layanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang- Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
Dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6863);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6905);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi,
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 196);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun
2010 tentang Standar layanan Informasi Publik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 272);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun

2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa
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10.

11.

Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 649);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12
Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21
Tahun 2023 tentang Perubahan kedua Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun
2020 Tentang tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun

13.

14.

2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11
Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023
tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 531);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun
2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023
Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi

Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi
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Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Minahasa Tenggara Nomor 15 Tahun 2025 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 05
Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;
Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Minahasa Tenggara Nomor 12/PK.O1-
BA/7107/2026 tentang Penetapan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa
Tenggara tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa
Tenggara Nomor 05 Tahun 2022 tentang Penetapan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Minahasa Tenggara;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 05 TAHUN

2022 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.

Menetapkan Pejabat Pengelola  Informasi dan

Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagain

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pejabat  Pengelola Informasi dan Dokumentasi

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik.
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b. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan
pelayanan Informasi Publik;

c. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di satuan
kerja masing-masing;

d. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik.

e. melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi
Publik yang akan dikecualikan;

el. menyerahkan hasil Pengujian Konsekuensi kepada

Pembina PPID dengan persetujuan atasan PPID untuk

diputuskan dalam rapat pleno.

e2. menetapkan hasil Pengujian Konsekuensi setelah

memperoleh persetujuan dalam rapat pleno KPU;

f. menyediakan Informasi Publik.

g. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas
pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi
Publik; dan

h. menyusun laporan layanan Informasi Publik.

i. menyusun program dan pelayanan Informasi Publik.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung
jawab kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ratahan
pada tanggal 22 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

. KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA ttd.

OTNIE N. TAMOD
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA NOMOR 05 TAHUN
2022 TENTANG PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

JABATAN DALAM

NO NAMA JABATAN STRUKTUR PPID
1 | OTNIE N. TAMOD KETUA
2 | RYAN J. SANDAG ANGGOTA
3 | SATRO MOKOAGOW ANGGOTA PEMBINA PPID
4 | AULIA SYUKUR ANGGOTA
5 | LUCKY MAMAHIT ANGGOTA
6 | FAJRI MONOARFA SEKRETARIS KPU ATASAN PPID
7 | LUCKY MAMAHIT ANGGOTA
8 | FAURI MONOARFA SEKRETARIS KPU

HENDRA VANDA
SUSAN MARENTEK

KEPALA SUBBAGIAN
PARTISIPASI, HUBUNGAN
MASYARAKAT DAN SDM

TIM PERTIMBANGAN

10

HENDRA VANDA SUSAN
MARENTEK

KEPALA SUBBAGIAN
PARTISIPASI, HUBUNGAN
MASYARAKAT DAN SDM

PPID

11

JEMS J.J. KUMAJAS

KEPALA SUBBAGIAN
KEUANGAN UMUM DAN
LOGISTIK

12

BUDI TOSALENDA

KEPALA SUBBAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU
DAN HUKUM

13

IVVANNA V. PONDAAG

KEPALA SUBBAGIAN

PPID PELAKSANA
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PERENCANAAN DATA DAN
INFORMASI

PPID PELAKSANA

14

SAMUEL D. SIREGAR

STAF SUB BAGIAN
PARTISIPASI DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT
DAN SDM

15

MEIKE E. SUOTH

STAF SUB BAGIAN
PARTISIPASI, HUBUNGAN
MASYARAKAT DAN SDM

16

RIFKA PRIASTARY

STAF SUB BAGIAN
PARTISIPASI, HUBUNGAN
MASYARAKAT DAN SDM

17

FAHRIA KATILI

STAF SUB BAGIAN
PARTISIPASI, HUBUNGAN
MASYARAKAT DAN SDM

STAF SUB BAGIAN

19

CHYNTIA MOSE

STAF SUB BAGIAN
KEUANGAN. UMUM DAN
LOGISTIK

STAF SUB BAGIAN TEKNIS

20 ’[I?IEI:\IT\II\\I/IYBII\J/IN AN PENYELENGGARAAN PEMILU
DAN HUKUM
STAF SUB BAGIAN TEKNIS
21 igggg\g; ('}K' PENYELENGGARAAN PEMILU
DAN HUKUM
STAF SUB BAGIAN
22 | HALIM PERENCANAAN DATA DAN
INFORMASI
STAF SUB BAGIAN
23 | AGI SETIAWAN HALA PERENCANAAN DATA DAN

INFORMASI

18 | VILIANDA AHALIKI KEUANGAN. UMUM DAN PE?X‘;ZG\EN
LOGISTIK
INFORMASI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

OTNIE N TAMOD

jdih.kpu.go.id/sulut/mitra




